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PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR:P.4/ITJEN/SET/KUM.1/7/2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a bahwa untuk mendorong dan mengefektitkan kebijakan
mempercepat belanja pemerintah (govermment spending)
terkait penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa
pemerintah, periu dilakukan reviu dalam pelaksanaannya;

b. bahwa pelaksanaan reviu pengelolaan  anggaran
menghasilkan data dan informasi perkembangan terkait
kualias belanja, penyerapan anggaran belanja, dan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan intern

c. bahwa pelaksanaan reviu adalah salah satu peran sistem
peringatan dini (early wamning system) dan penjaminan kualitas
(quality assurance) oleh APIP terhadap kinerja dan upaya-
upaya proaktif perbaikan terus menerus semua unit kerja di
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk
Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dar Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4412),

/3. Undang-undang...
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12.

13.

14.

15,

Undang-Undang Repubbk Indonesia Nomaor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara ilembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
MNegara Republk Indanesia Nomor 4286)

Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomaor 15 Tahun 2004
tentang P2meriksaan Pengelsclaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Namor 56. Tarmbahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Namor 4400}

Peraturan Pamenntah Nomor 20 Tahun 2004 tertang Rencana
Kena Pzmerintah (Lembaran Negara Republik Indonésia
Tahun 2004 Nomeor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 4405);

Paraturan Pemerintah Nomor 60 Tahuyn 2003 tantang Sistem
Pengendalian Intern Pemenntah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Republik Indonasia Namor 48490},

Peraturan Presiden Nemor 16 Tahun 2015  1entang
Kemenianan Lingkungan Hidup dan Kehutanan {Lembaran
MNegara Republik Indonasia Tahun 2015 Nomoer 17,

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
BalangfJasa Pemeaintah {Lembaran Nenara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Paraturan Pamenniah Republik Indanesta Momor SG Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 Tertang Tala Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara {Lembharan Negara Repubklik
Indonesia Tahun 208 Nomer 229. Tambahan Lembaran
Negara Republk Indanesia Nomor 5267 );

Paraturan Pemerintan Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeran
Negara/lLembags;

Instruksi Presiden RINomor 4 Tahun 2011 lentang Percepalan
Peaningkatan Kualtas Akuntabilitas Keuangan Negara:
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2041 5 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Instrukst Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Refocussing Kegiatan. Realokasi Anggaran. Serta Pengadaan
Barang Dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Cowd-19)

Peratluran Mentern Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahurn 2016 tentang
Pencakxutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara PERQSM PANQ2008 tentang Standar
Audil Aparat Pengawasan Interm Pemernntah

Peraluran Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformas Birckrast Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern
Pamearintah.

/16 Peraturan Menter . .



16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 173)

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  INSPEKTUR  JENDERAL KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 2
Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reviu Pengelolaan
Anggaran oleh Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Laporan hasil Reviu Pengelolaan Anggaran dan dokumen
pendukungnya wajib direkam dalam sistem informasi pengawasan.

Pasal 4

Peraturan Inspektur Jenderal Kementernian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal: 6 Juli 2020




PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN KLHK

LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR :P.4/ITJEN/SET/KUM.1/7/2020

TANGGAL :6 Juli 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. LATAR BELAKANG
APIP dalam menjalankan fungsi kontrol memberikan masukan yang didukung bukti dan
data memada atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Berdasarkan
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AlPI), Reviu adalah penelaahan ulang
bukti- bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan. Kegiatan reviu secara tnwulanan bertujuan memberikan informasi dini
yang relevan untuk perbaikan sebagai early warning system yang bermanfaat
untuk memastikan pelaksanaan kegiatan baik dan sesuai dengan tujuan KLHK.
Pengalaman pengelolaan anggaran pada waktu-waktu sebelumnya menunjukkan
masih ada permasalahan sebagai berikut :
a. Realisasi penyerapan anggaran kurang dari 90% diakhir tahun dan capaian
targetnya kurang optimal.
b. Pola serapan anggaran rendah di awal tahun dan bertumpuk diakhir tahun yang
berisiko kurang cermat dan kurang efektif,
c. Terlambat memulai pelaksanaan pelelangan yang mengakibatkan target
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tidak tercapai sampai dengan akhir tahun,
d. Ukuran kualitas belanja dan pengelolaan keuangan masih kurang memadai.
Hal-hal diatas menyebabkan APIP melaksanakan Reviu Pengelolaan Anggaran
Triwulanan pada unit/satuan kerja KLHK setiap tahun dan menyerahkan Laporan
Hasil Reviu (LHR) kepada penanggungjawab Eselon | dan Menteri LHK. LHR
Pengelolaan anggaran ini juga disampaikan kepada instansi pengawasan intern
pemerintah BPKP dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pada audit
yang dilaksanakan BPK apabila diperiukan

B. TUJUAN REVIU
Kegiatan reviu bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang terbatas atas
pengelolaan anggaran, penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ) KLHK telah dilaksanakan secara tepat waktu, transparan,
akuntabel, efektif dan efisien.

INSPEKTORAT JENDERAL .‘1'
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C. SASARAN REVIU
Sasaran reviu pengelolaan anggaran adalah :

a. Tingkat dan pola penyerapan anggaran belanja pada tingkat kementerian dan Unit
Eselon |.

b. Realisasi jumiah dan posisi PBJ yang telah dilelang, ditetapkan pemenang,

ditandatangani kontrak, serta tingkat pola dan kuaitas pemenuhannya.

Pengelclaan belanja yang berkualitas.

d. Pemberian saran perbaikan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan
(debottlenecking).

o

D. RUANG LINGKUP REVIU DAN BATAS TANGGUNG JAWAB APIP

a. Reviu Penyerapan Anggaran Belanja
Ruang lingkup reviu penyerapan anggaran belanja meliputi jumiah anggaran
dan realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas Belanja Pegawai, Belanja
Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya meliputi
Belanja Pegawai, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, dan
Belanja Lain-lain. Realisasi akan dibandingkan dengan anggaran setahun dan
Rencana Penarikan Dana (RPD).

b. Reviu Pelaksanaan PBJ melalui Pelelangan
Ruang lingkup reviu penyerapan anggaran belanja meliputi jumiah, nilai dan
status PBJ yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang
dilakukan melalui proses pelelangan (lelang terbatas dan lelang umum yang
masuk dalam e-procurement). Tingkat penyelesaian kontrak dihitung untuk
kegiatan pengadaan konstruksi maupun non-konstruksi.

¢. Reviu Kualitas Belanja
Ruang lingkup reviu kualitas belanja meliputi 4 (empat) variabel dan 14 (empat
belas) indikator pada KLHK sebagai berikut:

Variabel Indikator

1. Alckasi dan realisasi Realisasi Belanja Barang terhadap RPD triwulanan
Anggaran Belanja Realisasi Belanja Modal terhadap RPD triwulanan
Realisasi Total belanja terhadap RPD triwulanan

N PREN N

2. Ketepatan Waktu Realisasi tanda tangan kontrak PBJ melalui lelang
dibandingkan dengan RUP.
Realisasi penyelesaian pekerjaan (100%) PBJ

dibandingkan dengan RUP

N

3. Transparansi dan
Akuntabilitas

Informasi keuangan melaiui website,

Implementasi pelaksanaan PBJ secara elektronik (e-
procurement)

Sistem pemantauan pengeiolaan anggaran

Sistem pemantauan PBJ

Sistem pemantauan pencapaian target kegiatan

N =

4. Efisiensi dan
efektivitas Belanja

Penggunaan standar biaya dalam penyusunan anggaran
Pelaksanaan reviu efisiensi anggaran

Frekuensi revisi/pergeseran anggaran

Persentase capaian kegiatan dibandingkan persentase
penyerapan anggaran belanja

BN =AW
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Data target dan realisasi yang direviu oleh APIP merupakan tanggung jawab
manajemen. Tanggung jawab APIP terbatas pada simpulan dan saran hasil
reviu untuk disampaikan kepada Menteri,

E. METODOLOGI REVIU

a. Pengumpulan data dan informasi.
APIP mengumpulkan data anggaran (DIPA beserta anggaran perubahannya)
dan realisasi anggaran belanja, posisi paket PBJ melalui pelelangan dan
indikator kualitas belanja dar sistem data elektronik wajib dan data non
elektronik dan satuan kera apabila periu.

b. Analisis perbandingan data dan informasi.
Data yang diperoleh diinput ke dalam kertas kerja reviu dan dibandingkan dengan
kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman reviu.

¢. Wawancara dan konfirmasi.
Terhadap hasil informasi yang tidak sesuai dengan Kkriteria reviu, APIP
melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait (KPA, ULP dan Biro
Keuangan) untuk mengetahui ketidaksesuaian target, ~menganalisis
permasalahan dengan menggunakan metode Roof Cause Analysis (RCA), dan
menetapkan rekomendasi pemecahan masalahnya.

d. Penilaian umum berdasarkan reviu
Terhadap seluruh hasil perbandingan data dengan setiap kriteria dilakukan
penilaian umum atas kinerja pengelolaan anggaran pada triwulan tersebut yang
dijadikan dasar dalam memantau kemajuan dan kinerja keseluruhan dalam 1
tahun.

F. GAMBARAN UMUM REVIU KUALITAS BELANJA
a. Defirusi

Belanja berkualitas adalah belanja yang memenuhi nilai-nilai ekonomi,
efisiensi, efektivitas, equity atau keadilan, akuntabiltas, dan responsiviias
(BAPPENAS, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, Juanda, et al (2014)
mendeskripsikan kualitas belanja sebagal belanja yang dialokasikan
berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan
efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Berdasarkan definisi tersebut,
reviu kualitas belanja ditujukan untuk menilai kesesuaian alckasi, efisiensi dan
efeklifitas, ketepatan waktu, dan transparansi dan akuntabilitas belanja.

b. Variabel dan Bobot Penilaian

Reviu kualitas belanja oleh APIP dilakukan terhadap 4 (empat) variabel
dengan bobot sebagai berikut:

INSPEKTORAT JENDERAL
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No Variabel Bobot
1. Alokasi dan Realisasi Belanja 25
2. Ketepatan Waktu 25
3. | Transparansi dan Akuntabilitas 25
4. Efisiensi dan Efektivitas 25
5. TOTAL 100

Hasil perhitungan/skoring reviu kualitas belanja akan dikonversi sebagai berikut;

No Skor Kategori
1. 86 s.d. 100 Sangat Baik
2. 71s.d. 8599 Baik
3. 56 s.d. 70,99 Cukup
4, <55 Kurang baik

G. TATA WAKTU PELAKSANAAN REVIU

Reviu pengelolaan anggaran dan PBJ dilaksanakan mulai 7 hari kalender setelah
triwulan pelaksanaan anggaran berakhir. Apabila tanggal 7 setelah triwulan berakhir
jatuh pada hari libur/tanggal merah maka reviu dimulai pada hari kerja pertama
setelah tanggal 7. Reviu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan antar
Inspektorat Wilayah |, I, Ill dan IV selama 17 hari kerja dengan ketentuan 2 hari
kerja persiapan, 10 hari kena pelaksanaan dan 5 han kerja penyusunan laporan.
Pelaksanaan reviu dirinci sebagai berikut

a. Han pertama sampai dengan harn ke tuyuh dilaksanakan entry meeting,
pengumpulan data, analisis, konfirmasi , penyimpulan dan pengisian KKR,;

b. Hari ke delapan dilaksanakan Peer Reviu antar Inspektorat Wilayah di hadin
Pengendali Teknis dan Ketua Tim Reviu seluruh Inspektorat Wilayah dan
dilakukan perbaikan apabila diperiukan

c. Hari ke Sembilan dilaksanakan Peer Reviu antara Tim dengan manajemen
(Inspekiur, Sekretaris dan Inen)

d. Han ke sepuluh dilaksanakan penandatanganan Catatan Hasil Reviu (CHR)
sebagaimana format 2 terlampir antara Pengendali Teknis dengan Sekretans
Itjien/Ditjen/Badan dan dilanjutkan exit meeting.

H. LANGKAH KERJA
a Datal/lnformasi yang Dibutuhkan

Ruang Lingkup
No Reviu/Variabel Data/Informasi yang Dibutuhkan
1 Penyerapan  Anggaran | Anggaran setahun, Rencana Penarikan Dana (RPD)
Belanja frivulanan dan realisasi belanja atas (1) Belanja

Pegawal, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Modal, (4)
Belanja Bansos, dan (5) Belanja Lainnya sampai
dengan akhir triwvulan yang direviu

Sumber Data ;

INSPEKTORAT JENDERAL
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Ruang Lingkup
Reviu/Variabel

Data/Informasi yang Dibutuhkan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN)

PBJ melalui Pelelangan

a. Rencana PBJ (umlah dan néai) yang dibiayai
dengan Belanja Barang dan Belanj Mcedal dan
akan dilakukan melalui pelelangan melalui Rencana
Umum Pengadaan (RUP) yang diunggah dalam
SIRUP
« Bagi Satker yang memiliki rencana PBJ melalui

pelelangan yang tdak mengunggah RUP ke
dalam SIRUP maka diberi nilai 0.

e Bagl saker yang tdak memdiki paket
pengadaan secara lelang diberikan nilai
maksimal,

b. Data posisi PBJ per akhir triwulan (umish dan nilai
paket PBJ yang masih/belum proses lelang, telah
ditandatangani kontraknya, dan tingkat
penyelesaian pekerjaan) yang diperoleh dan PPK
dan ULP.

Sumber Data .

1. Data RUP dari Sistem Informasi RUP (SiRUP)
LKPP

2. Data progres PBJ dan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dan Pejabat Pembuat Kom#men (PPK)

Kualitas Alokasi dan
Belanja Realisasi

Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Total
Belanja terhadap RPD triwulanan masing-masing

Belanja Sumber Data :
Gunakan data nomor 1
Ketepatan Realisasi kontrak dan penyelesalan pekerjaan (100%)
Wakiu PBJ
dibandingkan terhadap target pada RUP vyang
diunggah dalam SIRUP.
Sumber Data ;
Gunakan data nomor 2
Transparans| | Informasi keuangan melalul website
aan Sumber data :
Akuntabilitas

Jumiah anggaran dan realisasi per triwulan di upload
ke website

Sebuah sistem yang didukung oleh aplikasi
pengelolaan anggaran, PBJ dan kinena yang dapat
memberikan informasi kepada pengguna baik secara
berkata atau realtime/online. Pada sistem Ini, Kepala
Satker memiliki akses secara penuh terhadap informasi
dan aktif melakukan pengawasan pencapaian target
anggaran, PBJ dan kinerja.

Contoh: sistem pengelciaan anggaran yang didukung
oleh e-budgetlng, e-planning dan aplikasi
penatausahaan dan pelaporan keuangan.
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Ruang Lingkup
Reviu/Variabel

Data/Informasi yang Dibutuhkan

Efisiensi dan
Efektivitas

Tim reviu melaksanakan wawancara terhadap
pimpinan satker/sekdit/sekbad/sekitjien terkait
pelaksanaan pemantauan anggaran/kinera/PBJ. OM
SPAN dan sistern informasi lainnya adalah tools yang
digunakan untuk pemantauan. Tim revia  hams
mendapatkan bukti yang memadai bahwa pimpinan
satker telah menggunakan sistem informasl secara
berkaalrealtime.

Realtime : manajemen aktif dan dapat diakses setiap
saat

Berkala . laporan bulanan dan triwuian

Informasi standar satuan harga yang digunakan
dalam penyusunan anggaran.

Sumber data :

Standar biaya masukan (Peraturan Menteri Keuangan)

DIPA/RKA KiL

Informasi dilakukannya reviu efisiensi anggaran oleh
managEmen untuk mengidentifikasi;

1. Kesesuaian harga satuan dengan standar biaya

2. Relevansi komponen belanja dalam kegiatan

3. Kewajaran komponen belanja Rapat Dalam
Kantor, Rapat/pertemuan Luar Kantor, Uang
Hanan, Biaya Penginapan, Biaya Transporiasi
Perjalanan Dinas, Biaya Sewa Kendaraan,
Honorarum tenaga outsource, alokasi anggaran
alat angkut darat bermotor dinas fungsional, dan
alokasi pengadaan bangunan dan gedung

4. Duplikasi input untuk cutput yang sama
Reviu efisiensi anggaran dapat dilakukan dalam
pelaksanaan reviu RKA-KIL, atau terpisah, contoh
spending review yang dilaksanakan bersama
dengan Kementenan Keuangan
Realokasi ssa anggaran atas kegiatan yang tidak
terealisasi tidak termasuk dalam lingkup reviu
efisiensi anggaran.

Rata-rata jumlah revisi/pergeseran anggaran per
satker
Sumber Data;

RKA-KL Online (jumiah revisl dan upload ADK seluruh
satker), lidak termasuk revisi karena adanya kebijakan
Kementerian Keuangan

Target dan realisasi kegiatan/output s.d akhir triwuian
Sumber Data:
Aplikasi SMART/E-Monev Bappenas
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Keterangan .

« OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan
Intranet dan Intemet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi
SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan OM SPAN

o SIRUP adalah aplkasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan
RUP.

e Informasi keuangan melalui website adalah Sebuah sistem yang didukung
oleh aplikasi pengelolaan anggaran, PBJ dan kinerja yang dapat memberikan
informasi kepada pengguna baik secara berkala atau realtime/online. Pada
sistem ini, Kepala Satker memiliki akses secara penuh terhadap informasi
dan aktif melakukan pengawasan pencapaian target anggaran, PBJ dan
Kinena.

- Contoh: sistem pengelolaan anggaran yang didukung oleh e-budgeting,

e-planning dan aplikasi penatausahaan dan pelaporan keuangan.
Tim reviu melaksanakan wawancara terhadap pimpinan
satker/sekdit/sekbad/sekitjen terkait pelaksanaan pemantauan
anggaran/kinerja/PBJ. OM SPAN dan sistem informasi lainnya adalah tools
yang digunakan untuk pemantauan. Tim reviu harus mendapatkan bukti yang
memadai bahwa pimpinan satker telah menggunakan sistem informasi
secara berkalalrealtime.

* Data berupa keterangan kearifan akses data oleh menajemen berupa :

- Realtime yaitu manajemen dapat memperoleh data dan informasi setiap
saat yang digunakan untuk bahan rapat atau mengambail kebijakan

- Berkala yaitu mangemen memperoleh data dan informasi setiap bulan
atau triwulan.

b. Analisis Data
Berdasarkan informasi yang diperoleh dan diinput di kertas kerja reviu (KKR)
sebagaimana format 1 terlampir, dilakukan pendalaman/identifikasi
permasalahan apabila kondisi tidak sesuai kriteria, sebagai berikut:

Ruang
No Lingkup Kriteria Kondisi tidak Sesuai Kriteria
Reviu
1 Penyerapan Penyerapan anggaran | Realisasi Anggaran £90% RPD
Anggaran terhadap Rencana Penarikan
Belanja Dana (RPD) 100%
2 PEJ melalui | Realisasi tanda tangan Realisasi landa tangan kontrak
Pelelangan kontrak dan penyelesaian dan penyelesaian pekerjaan
pekerjaan (100%) maksimal {100%) s90% dari target PBJ pada
100% dari target PBJ pada RUP dalam SiRUP.
RUP dalam SIRUP,
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Ruang
No Lingkup Kriteria Kondisi tidak Sesuai Kriteria
Reviu
3 Kualitas ~ Kualitas belanja maksimal - Kualtas belana kurang atau
Belanja 100 sama dengan “Cukup® (skor
» Scor masing masing kualitas belanja kurang dari 71).
vanable maksimal 25 » Skor masing-masing vanabel

kurang dari 17,75

¢. ldentifikasi Permasalahan dan Perumusan Solusi

Terhadap ruang lingkup reviu yang kondisinya tidak sesuai kriteria, APIP
melakukan identifikasi permasalahan dan perumusan solusi menggunakan
metode Root Cause Analysis (RCA) atau Analisis Akar Masalan. RCA adalah
alat yang digunakan untuk mencari penyebab hakiki dari suatu permasalahan
yang telah terjadi. Suatu permasalahan yang telah diketahui akar penyebabnya
diharapkan dapat dicarikan solusi yang tepat sehingga permasalahan yang sama
tidak berulang dikemudian hari.

Berikut langkah-langkah dalam menyusun RCA

a. ldentifikasi masalah pada setiap lingkup reviu berupa ketidaksesuaian kondisi
dengan kebijakan dan prosedur, peraturan/perundang-undangan, standar,
dan referensi lain yang relevan

b Dapatkan data/informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi fakta/masalah
yang terjadi. Data/informasi bersumber dari dokumen, wawancara, cbservasi,
brainstorming, dan lain-lain (hindan asumsi, kesan, atau tafsiran) untuk
melihat kesenjangan atau gap yang terjadi antara fakta dengan yang
seharusnya dilakukan.

¢. Lakukan pricritas masalah
Prioritas masalah dapat dilakukan dengan membuat peringkat masalah
berdasarkan dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya. Masalah-masalah
kecil yang tidak penting dan tidak berpengaruh besar dapat diabaikan dan
fokus pada masalah-masalah utama. Pada ruang lingkup kualitas belanja,
masalah pnoritas dapat dipilih dari analisis masalah per vanabel mana
memiliki skor dibawah 17,75 diantara variabel yang lain terhadap kritena yang
telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui skor kualitas belanja rendah
disebabkan oleh variabel yang mana saja

d. Lakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab
Masalah-masalah pnoritas kemudian dianalisa untuk dicari faktor-faktor
penyebabnya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan
analisis adalah The 5 Whys. The 5 Whys dilakukan dengan cara bertanya
‘why” sampai lima kali terhadap suatu masalah atau sampai tidak ada
Jjawaban lagi yang dapat dikemukakan. Jawaban yang paling akhir merupakan
akar penyebabnya.

APIP dapat melakukan identifikasi penyebab permasalahan dengan
mempertimbangkan:
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1) Aspek proses kegiatan. (1) Kebijakan, (2) Perencanaan, (3)
Penganggaran, (4) Pelaksanaan, (5) Penatausahaan, (6) Pelaporan, (7)
Pertanggung- jawaban, (8) Monitoring dan Evaluasi

2) Aspek objek/faktor penyebab (6M)

No Objek Uraian
1. Man Faktor manusi@ balk dalam hal perilaku ataupun
kompetensi
2 Method Faktor metode kerja/SOP
3 Money Faktor ketersediaan anggaran
4. Matenal Faktor ketersediaan bahan dan alat
5 Measurement Faktor penetapan ukuran keberhasilanfarget
6. Minutes Faktor waktu

e Lakukan pengujian fraceback terhadap isian RCA dengan cara
penyebab terakhir apakah mengakibatkan penyebab di level atasnya,
demikian seterusnya sampai ke permasalahan.

f. Rumuskan saran/rekomendasi terhadap akar penyebab yang sudah
diidentifikasi dengan mencantumkan ukuran keberhasilan,
penanggungjawab, dan batas waktu penyelesaian. Hal ini dimaksudkan agar
APIP lebih mudah dalam melakukan pemantauan atas tindak lanjut

Rekomendasi

Disebabkan oleh

rekomendasinya.
Saran/rekomendasi  diharapkan mengarah pada  perbaikan
sistem/prosedur atau kebijakan,
Format isian RCA sebagai berikut:
Permasalahan =~ e ol
= S ———
Penyebab 1 { ] l | I
Disebabkan oleh Dsebabkan oleh Disebabkan oleh
Penyebab2 | [ |
Disebabkan oleh Dsebabkan oleh Disebabkan oleh
Penyebab 3 l J [
Disebabkan oleh Disebabkan oleh Disebabkan oleh
Penyebab 4 ] ] [
Disebabkan oleh Disebabkan oleh Disebabkan oleh
Penyebab 5 | ] [
Dsebabkan oleh

Disebabkan oleh
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Contoh kasus.
Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PBJ mengatur
bahwa sampai dengan Maret tahun berjalan, semua pelelangan sudah selesai
dilaksanakan Perencanaan pelelangan PBJ yang dituangkan dalam RUP
menjadwalkan selesai seluruh pelelangan pada Triwulan |. Namun sampai

dengan akhir

Triwulan |,
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masih

terdapat

50 paket

dengan nilai

Rp250.000.000.000 belum dilakukan pelelangan. Setelah dilakukan analisa
terhadap aspek objek/factor penyebab (6M), diperoleh identifikasi penyebab
yang terdiri dari man, material, money, method, dan minutes dengan rincian RCA

sebagai berikut:
Permasalahan Realisasi kontrak < target RUP
Aspek
Penyebab Man Material Money Method Minutes
SDM belum TOR dan RAB Tudak tersadanys Ketidak sepakatan | Pelaksanaan lefang
Penyebab 1 mampel belum aNgoaran urtuk antara PFK dan tigak sesual dengan
menyusun RUP | disampsikan oleh proses pelelangan | ULP dalam hal timeline
dengan baik PPK kepada ULP dokumen/ syarst
pelelangan
Pegawal yang TOR dan RAS Arggaran untuk Parbedaan Terdapat pervbaban
Penyebab 2 memilki belum salasal pengadaan belum | pemahaman |adwal mandadak
Sartifias yang disusun Irn antara PPK dan
dibutuhiGan tdak ULP atas
mencukupl peraturan terkait
persyaratan lelang
Penyebab 3 Kesampatan Beum | Adarnya revisi Grand design Keputusan pimpinan
unbuk mengikuti | disepakatinya DIPA program belum satker
dikial sertifikasl spesfkasi leknis ada
PBJ terbatas oleh KPA
Terbatasrya Grand design Pergesaran antar Perencanaan Adanya kebutuhan
Penyebab 4 jumiah pegawai program bedum program kurang matang wgent yang harus
yang dapat ada ddahulukan
dikrim untuk
mengikuti
pelathan
Belum sdanya Perencanaan Perencaraan Kurangnya Perencanaan kurang
Penyebab § peta kompetensl | kurang matang kurang matang koordinasl antara matang
pegavai K2A dengan
bagian
parencanaan
Bagan SOM | Bagian Baglan Bagian Bagan perencanaan
agar membuat | perencanaan agar @ perencanaan agar | perencanaan agar | agar  berkcordinas
peta kompetensl | berkoordinasl berkoordinas! barkoordinas gangan pihak- pihak
Saran/ dengan phak- = dengan phak- | dengan phak- | terkan datam
Rakosveidasl pikak terkait untuk = pihak terksit untuk | phak leckait untuk | membuat jacwal
menyusun  grand = membuat mdkator | menyusun  grand | lelang
design sesual | yang lerukue desian sesusl
dengan viei misi gengan viei  misl
arganisasi ocrganisasi
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d. Telaahan sejawat konsep CHR dan Laporan
Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan
keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan reviu telah sesuai dengan standar audit
dan pedoman reviu. Inspektorat Jenderal perlu melakukan telaah sejawat
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
a. Mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku
b. Menjamin bahwa aktivitas reviu mengikuti praktik yang sesuai dengan

standar AAIPI

c. Sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP,

Telaah sejawat (peer reviu) dilaksanakan secara bersamaan antar inspektorat
Wilayah sebelum CHR ditandatangani oleh Tim Reviu dan Kepala Satker.
Sasaran dan telaah sejawat adalah menilai dan menguji bukti dukung serta
konsistensi penilaian yang dituangkan dalam CHR dan KKR setiap tim reviu
dibandingkan dengan standar audit dan pedoman reviu. Peer Reviu
dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Peer Reviu antar Inspektorat Wilayah di hadiri Pengendali Teknis dan Ketua

Tim Reviu seluruh Inspektorat Wilayah.

b. Peer Reviu antara Tim dengan manajemen (Inspektur, Sekretaris dan Irjen)

e. Pelaporan Hasil Reviu

Laporan Hasil Reviu (LHR) Tim dibuat oleh Ketua Tim Reviu dan direviu secara
berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Penanggungjawab. LHR Tim dibuat
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan reviu selesai dilaksanakan
mengacu pada CHR dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I/Kepala
Satker yang bersangkutan dengan tembusan Inspektur Wilayah IV. Nota Dinas,
Surat Pengantar dan Laporan Hasil Reviu sesuai format 3, 4 dan 5 sebagaimana
terlampir,
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Format 1. Kertas Kerja Reviu

Kertas kerja Reviu adalah aplikasi excel yang digunakan untuk menginput data yang
diperoleh dari DIPA, OM SPAN, SMART DJA RUP, SIRUP dan data infermasi lainnya.

a. Penyerapan Anggaran

Nama APIP No. Keras Keqa =
Dibuat Oksh
Tanggal ———————————
Direviu Oieh
Tanggal S — -
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN
PAGU ANGGARANRENCANA PENARIKAN DANA TAHUN 2020
Anggaran Belanja
i (D 2 Pegawal Barang Modal Jumish
|__|Pagu Tahun 2020 0.00
Il |RPD Tahun 2020
1{Triwulan | o.o_g
2| Trivalsn I 000
3| Trivelan 1 0.00
4| Triwulan IV 0.00 |
5 Total
I |% RPD thd Pagu #DIVIO! #DIVIO! #DIVI0! WDIVI0!
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
Noi| Seee Pegawal Barang Modal Jumish
1 |Towuan | 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
Realisasi Belanja
o W ot Pegawal Barang Modal Jumiah
1 |Towuan| woIVO! #DIWD! #DIVIO! #OIVIOL
Total #DIVID! #DINIO! #DIVIO! #DIVIO!
|Ket:  lsian otomatis |
4 #DND! #DNVID! #DVD! I #DNVID!
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b. Status PBJ

States Pavat
- Paarns Pokae s — N LT Srar
’ avwmbden | oo | Ade
Tid Kaebh
’ 2 1 5 . T &
1!
31
]
i
8 i
Tetal” a
REHARTULAS STATUS PRY
Status Jursh  Wesd Pagu
1 BAANATSIAY (40005 N9a%) 4 0 [T
2 Behrr Tl kriak 2 a 00
3 TTD Delry schs Progres Tak £ a oo
ATTDSucab acts Srogen Tk E 0. 003
ot a -
mat e odewdsy
Cara Pergtean
1 rarea ket pada kodorn | )
300 Y g bt (e Mokt (31
30 YA oo wodonn A2) 0o |51 otaw 1 ot (T
A Lobs b homd ol % ) g pergecehir rrish o o 3 A o N4 o 1 hedue b bel
5 P data pase bolore OF) dan | T] copry den peode rerma et [rdet pobet rrsryessaduy boetsk) e el
c. PBJ - Progres Fisik
Wiwa 2PP o ———
e -
T
o be
e
1]
| ke Pubat Bl Al S 0 s e
] w | R T 2 B [T Y
0 3
7 5
: 5 X
1 . - v v -
Ll N
.
] o )
a v
!
A 1 4 1 1 ]
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d. Rekap PBJ

Nama APIP O NS IAEE  + o o mis k misiomsd
Dibuat Oieh s : sl

Tanggal "o

Direviu Oleh -
Tanggal A AR —

POSISI PBJ
No URAIAN Posisi PBJ PER Triwulan | TA 2020|
Jih. Paket Nilai (Rp)
1__|Target PBJ Tahun 2019 Trwiulan | 0 0
2 |Belum/masih proses Lelang 0 g
3 |Sudah Lelang d

4 |Sudah Ditetapkan Pemenang
a.|Belum ttd kontrak
b. [Sudah ttd kontrak, dengan

%:ggres:
%

1)
2)[1-25%
3)[26-50%
4)[51-75%
5)|76-99%
8)[100%

(=N [=]
o

olololololo

Kef: Isian otomalis

e. PBJ Capaian
Nama APIP vy

S Den
Tagre
3w
T

Im URNAN TRIVULAN | TA 00 S0 TRINULAN 1 TA 2020 S0 TRWULAN IR TA 2838 SO TRIWULAN IVTA a9
SN Paet Rp Jh Pakat Ap JIb Pakst Ry 4 Fadst Rp

A ’fE%M
|t |Hootrak Otandatonrpani AREF)
albrqesiesans Peincaps 11003 AREF

B |REALISASI PR
! |Noosal Standstangan v
2 |Porrgebekases Prbicgaas | 1005 o
C [PRRSENTASE REAUSAS) PR

(7 [Kormak Ctantunagen o WREF| ADVIO! acwn [0 Lo 5 ADNO!
2 |Popeiesaion Priacaon [100% [ #0800 AREF! 2004 st 2000

lxen clormls
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f. Kualitas Belanja

REVIU KUALITAS BELANIA
Ko| ‘arabe | Inglkator Hal. fsian mARE | SkorNax | Seor Keovrngn
1| Aocsides  |ResksanBaatsasw e i A0 10 AT
maisss  |Resbsys lea g Vosa Clonats AN 10 AW
Aecksas Tow Baark Cton s AW 5 AN
2 | Koy Wakd) |Reshsas: il od ok PEU Oloersda AW ] AW
Read s Formdeian Febetaan PR Clonats AN W 2Um!
3 | Traseperanst g Pl onas e gin 1 il 1 wabe s YT ik 2 0
furtatdty  |Wd dzanoan e oot Yot ik 2 om
SHlER DIYE RN 3 0 e T a Bk Fcd brw T cakl
Sden parrrkesan ety W e ] ! cetlag
Sidem panackasan FRJ T b BarbmaFesd bre T ceklay
¢ | Efsemtican  [Marggiran dands by Yol ude 3 om
rdas  [Rede Elaers Anggeran YT 5 000
JUTHR® 5118 Rl N4 B a0 argha LA T ADIND!
Pemadase wd ma bagptank i argha AN 1w Ll
Tolul| 100 S0 o
¥aitas Harja Dakngan
Ko Hariabel Il ko s Uralan Inian
1| Elsemsizen  [Jemlad menk e gy ansaer Arvahsabir
EC T AL oS Tt
Fsaab
|Poscntase wal sanl b aland st R isa) Megoanarss TW) WA
P PRI s TW MW
Pera e Lal |
Kalamrgan Jsan ovamais
Pengisien RCA
Ns Warlabel Shot Varasd Wajib Lol RCA
1 Niokarst chan oo et N0 e
2 [smgatan Mavy N Ly
3 T e porarmi an A% s bl g 003 h
& ek don skhiss L L
| Tetsl AR oWy
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g. Scoring

SKORING REVIU KUALITAS BELANJA

PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN KLHK

Varlabel Indikator Ket. Isian ‘Isian APIP Skor
Alokasi dan Realisasi Belanja Barang Olomatis (Realisasi/RPD) x 10 10
realisasi Realisasi Belanja Modal Otomatis (Realisasi/RPD) x 10 10
Realisasi Total Belanja Otomatis (Realisasi/RPD) x 5 5
Ketepatan Waktu Realisasi ttd kontrak Otom afis (Realisasi/RUP) x 8 8
Realisasi Penyelesaian
Pekerjaan Otomatis (RealisasiRUP) x 17 17
Transparansi dan Iniormasul keuaffgan YaTidak Ya 2
Akuntabilitas melalui website Tidak 0
Melaksanakan e- Ya 2
YaTidak
procurement Tidak 0
Sistem pemantauan TidakBerkala/ realﬁme 3;
aran oleh APP Realt (Berkide =
anggaran ealime Tidak 5
Sistem pemantavan PBJ | Tidak/Berkalal realbme &75
oleh APIP Realime | e e
Tidak 0
) v Faa realime 7
Sistem pemantauan kinerja| Tidak/Berkala/ |- O 35
oleh APIP Realtime I "',I'h ) =
Tidak 0
Eﬁ&eﬂ&- dan Menggum'akan standar YaTidak .Ya 3
efekivtas biaya Tidak 0
: Dz : Ya 5
Reviu Efi YaTidak
eviu Efisiensi Anggaran i Tdak 5
Jumlah rata-rata revisi Dempes] ¥
Angka 1<x<2 35
anggaran /satker
x>=2 0
Persentase realisasi Angka (Rasio keg;output/Rasio 10
kegiatanfoutput Persentase |keu)x 10
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Format 2. Catatan Hasil Reviu

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

CATATAN HASIL REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN
TRIWULAN 1I/lli/iV TAHUN ANGGARAN 20XX

INSPEKTORAT JENDERAL BE)
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CATATAN HASIL REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN

TRIWULAN 1M1V TAHUN ANGGARAN 20XX

A. Penyerapan Anggaran

Tabel 1. Penyerapan Anggaran Satker xxx Triwulan VIV TA 20XX

Jenis

No | getanja

Pagu Anggaran
TA 20XX

RPD TW v

Realisasi Anggaran TW MIVInvV 20XX

20XX

Rp

% RPD

% Pagu

2

3

4

S

Ge5id

7573

B Pegawal
B. Barang
B Modal

B Bansos

B. Laindain
Total

Dari tabel 1 diperoleh hasil sebagai berikut.
1. Penyerapan anggaran belanja triwulan VIVII/IV TA 20XX pada .........
sebesar Rp... .. (....%) dari rencana sebesarRp... ... ..
2. Penyerapan anggaran belanja sampai dengan triwulan IIII/III/IV TA 20XX sebesar
Rp... .. {....%) dibandingkan pagu anggaran sebesar Rp...

Penyerapan anggaran belanja yang tidak mencapai 100% dari rencana pada triwulan
NIV TA 20XX, dikarenakan adanya permasalahan antara lain terlambatnya
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan adanya revisi anggaran oleh satker.

o sl ==
[ |

adalah

. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui Pelelangan
Target dan realisasi PBJ TA 20XX sebagai berikut.
Tabel 2 Target dan Realisasi PBJ Tahun 20XX Pada ... ...... ...

Uraian

TWITA 20XX

S.D.TWIITA 20XX

S.D. TWHITA
20XX

S.D.TWIVTA
20XX

Jumiah

Jumlah

Jumiah

Jumiah

Rp
(ribuan)

Rp
(ribuan)

Rp

Rp
Paket Paket (ribuan) | Paket | (ribuan) | Paket

| TARGET RUP

1 | Kentrak - - - - - - = -
Ditandatangani

| 2 | Penyelesaian
Pekerjaan
{100%)

TREALISASI PBJ

1 | Kentrak - - - . -
Ditandatangani

| 2 | Penyelesaian
Pekarjaan
{100%)

% REALISASI PB)

-h

Kontrak - - - - - - -
Ditandatangani

» 2 | Penyelesaian - - - - - - E 2
Pekenaan
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Tabel 3. Rincian Realisasi PBJ s.d Triwulan I/IINIIV TA 20XX Satker ...... sebagai
berikut.

No| —— Uraan ~Jumiah Paket | Nilai Pagu (Rp) _
Target paket/nilai pagu

Belum lelang dan atau masih dalam proses lelang
Sudah lelang

Sudah gitetapkan pemenang

Belum tanda tangan kontrak

Sudah tanda tangan kontrek, dengan progres:

1) Progres 0%

2) Progres 1-25%

3) Progres 25-50%

4) Progres 51-75%

5) Progres 76-99%

8) Progres 100% (PHO)

Dari tabel 3 dipercleh hasil bahwa terdapat ... paket senilai Rp... .. sampai dengan

triwulan VNIV TA 20XX, dengan progres sebagai berikut,

1. Masih proses lelang sebanyak ... paket.

2. Sudah tanda tangan kontrak sebanyak ..... paket senilai Rp.............., dengan
progres fisik pekerjaan .....% sebanyak ..... paket senilai Rp......, dan progres fisik
pekerjaan .....% sebanyak .... paket senilai Rp. .. ....

Lol LR BN E N )

C. Kualitas Belanja
Tabel 4. Kualitas Belanja Triwulan | TA 2020 Ditjen KSDAE

No Variabel Indikator Hasil Reviu Skor
1 | Alokasi dan Realisasi Belanja Barang
realisasi Realisasi Belanja Modal

Realisasi Total Belanja

2 | Ketepatan Wakiu | Realisasi #d kentrak PBJ

Realisas| Penyelesaian Pekeraan PBJ
3 | Transparansi dan | informasi keuangan melaki website

Akuntabilitas Melaksanaan e-precurament
Sstem pemantauan anggaran
Sistem pemantauan kinena
Sitem pemantauan PBJ
4 | Efisiansi dan _Menpgunaan standar blays
efektivitas Rewviu Efisiensi Anggaran

Jumiah rata-rata revisi anggaran/satker
| Persentase realisasi kegiatan/output
Total

Keterangan
Dari tabel 4 diperoleh hasil bahwa reviu kualitas belanja triwulan VIV TA 20XX
Satker .. .. diperoleh nilai . ... pada kategori“ ,.” yang terdiri dari 4 variabel penilaian
yaitu:
1. Alokasi dan realisasi dengan nilai ... ;
2. Ketepatan waktu dengan nilai ... ;
3. Transparansi dan akuntabilitas dengan nilai ... ;
4. Efisiensi dan efektivitas dengan nilai ... ..

Penyebab tidak maksimalnya nilai kualitas belanja adalah
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D. Saran

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, Tim Reviu menyarankan kepada
Direktur Jenderal ... ... agar :

- Ryt
4
Jakarta, 20xx

Mengetahui, Tim Reviu,
Sekretaris Iyen/Ditien/Badan ...,

(Pengendali Teknis)
NIP .,

(Ketua Tim)

INSPEKTORAT JENDERAL
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Format 3. Nota Dinas Permohonan Persetujuan

NOTA DINAS
INOTEROR: 5235 aanaqaospumsiniosysvben
Yth. . InspekturJenderal
Dan Inspektur Wilayah ..,
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal - Laporan Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran Triwuian | TA

2020 pada (isi dengan nama Eselon |)
Tanggal

Sehubungan telah dilaksanakannya reviu pengelolaan anggaran triwulan .. Tahun
Anggaran .... Pada (Eselon |), tanggal ......, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Reviu dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Wilayah ... Kementerian LHK sesuai dengan
Surat Tugas Inspektur Jenderal No ... tanggal .

2. Berdasarkan hasil reviu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagi berikut.

a. Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran belanja s.d. trwulan | TA 2020 pada.. ... .adalah sebesar . (... %)
dan Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d. tiwulan ... TA ... sebesar ...,

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (P8J) Melalui Tender
Terdapat ... paket tender s.d. triwulan | TA 2020 dengan pagu anggaran senilai ...,
dengan rincian :

1) sebanyak ... paket sudah penandatanganan kontrak senilai Rp....., dengan rincian
progres fisik pekerjaan, yaitu:
a) progres ..... sebanyak ... paket Rp...
b) progres ... sebanyak .. .paketRp ...
2) Belum dan atau masih proses tender sebanyak ... . paket dengan anggaran senilai Rp
¢ Kualitas Belanja
Penilaian kualitas belanja triwulan ... TA 2020 pada .. ... diperoleh skor ... dengan katagori
*....", yang terdin dan 4 vanabel penilaian, yaitu

1) alokasi dan realisasi belanja dengan nilas .,
2) ketepatan waktu PBJ dengan nilai ...},
3) transparansi dan akuntabilitas dengan nilai .. ;
4) efisiensi dan efektivitas dengan nilai ... .
d. Penyebab (permasalahan utama)
Terhadap kondisi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan PBJ setiap triwulan, disarankan
kepada Irjen/Dirjen/Kepala Badan ...... agar .
a.
b

3. Adapun hasil reviu secara rinci dapat dilihat dalam laporan hasil reviu Pengelolaan Anggaran
Triwulan ... TA ... pada ...... sebagaimana terlampir
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Selanjutnya jika Ibu berkenan terlampir kami sampaikan konsep surat Inspektur

Jenderal kepada Direktur Jenderal ... ... mohon kiranya dapat ditandatangani.
Demikian kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

Nama Inspektur
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur Wilayah IV

INSPEKTORAT JENDERAL




PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN KLHK

Format 4. Surat Pengantar

2020
Nomor
Sifat . Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal . Laporan Hasil Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan VIV Tahun
Anggaran 20XX Direktorat Jenderal .....
Yth. Direktur Jenderal ... ...
di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan
VIV Tahun Anggaran (TA) 20XX pada Direktorat Jenderal ....................... dengan

uraian sebagai berikut.
1. Tersusunnya laporan hasil reviu dengan rincian sebagai berikut;
a. Penyerapan Anggaran
Realisasi anggaran belanja triwulan VIFIIFIV TA 20XX senilai Rp...... ... {....%)
dari Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan | TA 2020 senilaiRp.................
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan
Pengadaan barang/jasa melalui tender/seleksi sampai dengan Triwulan VINIVIV
TA 20XX sebanyak .... paket senilai Rp......., diantaranya sebanyak .... paket
sudah tanda tangan kontrak dengan nilai Rp............ dengan progres fisik
pekerjaan sebagai berikut.
1) Progres ....% sebanyak . . paket.
2) Progres ....% sebanyak ... paket.
c. Kualitas Belanja
Penilaian kualitas belanja dilakukan terhadap 4 variabel penilaian yaitu alokasi dan
realisasi, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dan
efektivitas mendapatkan skor ..., dengan predikat “. ..., "
2. Terhadap permasalahan yang ditemukan telah kami sampaikan saran dalam laporan
sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
ucapkan terima kasih,

Inspektur Jenderal

Tembusan:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
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Format 5. Laporan Hasil Reviu

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL REVIU PENGELOLAAN ANGGARAN
TRIWULAN 1INV TAHUN ANGGARAN 20xx
DIREKTORAT JENDERAL .......c..c......

NOMOR
TANGGAL : 20xx
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BAB |
SIMPULAN HASIL REVIU

Reviu Pengelolaan Anggaran untuk memenuhi permintaan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka memberikan informasi peringatan
dini (early warning system) yang berasal dan Aparat Pengawasan Intemn Pemerintah
(APIP) Kementerian/Lembaga bagi Pimpmnan Pemerintahan. Ruang lingkup reviu
meliputi reviu kualitas belanja, penyerapan anggaran belanja, dan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dilaksanakan melalui tender/pelelangan.

Hasil Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan VIV Tahun Anggaran (TA) 20xx adalah
sebagai berikut,

1. Reviu dilaksanakan oleh APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
2. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran belanja triwulan VIVIIIV TA 20xx pada Direktorat Jenderal
i . adalah sebesar Rp... .. (......%) dari rencana sebesar Rp...

3. Pelaksanaan PBJ Melalui Pelelangan

PBJ yang direviu adalah pengadaan dengan proses tender/seleksi. Sampai dengan
triwulan VIIIVIV TA 20XX, terdapat .. paket senilai Rp... ..., diantaranya sebanyak 3
paket sudah tanda tangan kontrak dengan nilai Rp... ........ .00 dengan progres fisik
pekerjaan sebagai berikut.

1) Progres ....% sebanyak ... paket.

2) Progres .. % sebanyak ... paket.

4. Kualitas Belanja
Reviu kuahtas belanja triwulan VIKIIVIV TA 20xx diperoleh nilai ..., pada kategori
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BAB 11
UMUM

1. Dasar Reviu
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intemn

Pemerintah,

b. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor...... tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu
Pengelolaan Anggaran

c. Surat Tugas Inspekiur Jenderal Kementerian LHK Nomor ......... tanggal

2. Tujuan Reviu
Kegiatan reviu bertyjuan untuk memperoleh keyakinan yang terbatas atas
pengelolaan anggaran, penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ) KLHK telah dilaksanakan secara tepat waktu, transparan,
akuntabel, efektif dan efisien.
3. Ruang Lingkup Reviu
a. Reviu Penyerapan Anggaran Belanja
Ruang lingkup reviu penyerapan anggaran belanja meliputi jumiah anggaran dan
realisasi penyerapan anggaran triwulanan atas Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya meliputi Belanja
Pegawai, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-
lain. Realisasi akan dibandingkan dengan anggaran setahun dan Rencana
Penarikan Dana (RPD).
b. Reviu Pelaksanaan PBJ melalui Pelelangan

Ruang lingkup reviu penyerapan anggaran belanja meliputi jumlah, nilai dan status
PBJ yang dibiayai dengan Belanja Modal dan Belanja Barang yang dilakukan
melalui proses pelelangan (lelang terbatas dan lelang umum yang masuk dalam
e-procurement). Tingkat penyelesaian kontrak dihitung untuk kegiatan
pengadaan konstruksi maupun non-konstruksi.
¢. Reviu Kualitas Belanja
Ruang lingkup reviu kualitas belanja meliputi 4 (empat) variabel dan 14 (empat
belas) indikator pada KLHK, sebagai berikut;

Variabel Indikator
1. Alokasi dan | 1. Realisasi Belanja Barang terhadap RPD trwulanan
realisasi Anggaran |2. Realisasi Belanja Modal terhadap RPD triwulanan
Belanja 3. Realisasi Total belanja terhadap RPD triwulanan
2. Ketepatan Waktu 1. Realisasi tanda tangan kontrak PBJ melalui lelang
dibandingkan dengan RUP.
2. Realisasi penyelesaian pekenaan (100%) PBJ
dibandingkan dengan RUP
3. Transparansi dan | 1. Informasi keuangan melalui website
Akuntabilitas 2. Implementasi pelaksanaan PBJ secara elektronik (e-
procurement)

3. Sistem pemantauan pengelolaan anggaran
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Variabel Indikator

Sistem pemantauan PBJ
Sistem pemantauan pencapaian target kegiatan

4. Efisiensi dan
efektivitas Belanja

Penggunaan standar biaya dalam penyusunan anggaran
Pelaksanaan reviu efisiensi anggaran

Frekuensi revisi/pergeseran anggaran

Persentase capaian kegiatan dibandingkan persentase
penyerapan anggaran helanja

BWON LS

Data target dan realisasi yang direviu oleh APIP merupakan tanggung jawab
manajemen. Tanggung jawab APIP terbatas pada simpulan dan saran hasil
reviu untuk disampaikan kepada Menteri,
4. Metode Reviu
a. Pengumpulan data dan informasi.
APIP mengumpulkan data anggaran (DIPA beserta anggaran perubahannya)
dan realisasi anggaran belanja, posisi paket PBJ melalui pelelangan dan indikator
kualitas belanja dari sistem data elektronik wajib dan data non elektronik dari
satuan kerja apabila perlu.
b. Analisis perbandingan data dan informasi.
Data yang diperoleh diinput ke dalam kertas kerja reviu dan dibandingkan dengan
kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman reviu,
c. Wawancara dan konfirmasi.
Terhadap hasil informasi yang tidak sesuai dengan kriteria reviu, APIP melakukan
wawancara kepada pihak-pihak terkait (KPA, ULP dan Biro Keuangan) untuk
mengetahui  ketidaksesuaian target, menganalisis permasalahan dengan
menggunakan metode Roof Cause Analysis (RCA), dan menetapkan rekomendasi
pemecahan masalahnya.
d. Penilaian umum berdasarkan reviu
Terhadap seluruh hasil perbandingan data dengan setiap kriteria dilakukan
penilaian umum atas kinerja pengelolaan anggaran pada triwulan tersebut yang
dijadikan dasar dalam memantau kemajuan dan kinerja keseluruhan dalam 1 tahun.

5 Tim Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan
Reviu Pengelolaan Anggaran dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur
Jenderal Kementerian LHK ............ tanggal ......, dengan susunan tim sebagai
berikut.

Pengendali Teknis @ ... ..
Ketua Tim s
Anggota 2 . PR

Reviu Pengelolaan Anggaran triwulan VIVII/IV TA 2020 dilaksanakan mulai tanggal
.. 8d ... 20XX

INSPEKTORAT JENDERAL
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BAB Il

HASIL REVIU

E. Penyerapan Anggaran
Tabel 1 Penyerapan Anggaran Satker xxx anulan VIV TA 20XX

‘No

~ Jenis
Belanja

~ Pagu Anggaran |
TA 20XX

- RPD TW v

_Realisasi Anggaran TW VIV 20XX

20XX

Rp % RPD

% Pagu

2

3

4

5 6=5/4

7=573

B. Pegawai

B Barang

8. Modal

B Bansos

N b|WIN| =]

B. LainJdain

Total

Dari tabel 1 diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Penyerapan anggaran belanja triwulan VIV TA 20XX pada .........

sebesar Rp...

..%) dari rencana sebesar Rp...

adalah

2 Penyerapan anggaran belanja sampai dengan triwulan IIII/III/IV TA 20XX sebesar
Rp... .. {....%) dibandingkan pagu anggaran sebesar Rp...

Penyerapan anggaran belanja yang tidak mencapai 100% dari rencana pada triwulan
MV TA 20XX, dikarenakan adanya permasalahan antara lain terlambatnya

......

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan adanya revisi anggaran oleh satker.

Target dan realisasi PBJ TA 20XX sebagai berikut.
Tabel 2. Target dan Realisasi PBJ Tahun 20XX Pada ..............

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui Pelelangan

Uralan

TWITA 20XX

S.D.TW I TA 20XX

SD.TWHNTA
20XX

SD.TWIVTA

20XX

Jumiah

Paker | PP {ribuan)

Jumiah
Paket

Rp (ribuan)

Rp
{ribuan)

Jumiah
Paket

Jumiah
Paket

Rp
{ribuan)

TARGET RUP

1

Kontrak
Dtandatangani

| 2

Penyelesaian
Pakeraan
{100%)

"REALISASI PBJ

1

|2

Kontrak
_Ditandatangani
Penyelesalan
Pekerjaan

{1004%6)

|2

REALISASI PBJ
Kontfrak
Ditendatangani

Penyelesalan

Pekerjaan
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Tabel 3. Rincian Realisasi PBJ s.d Triwulan VIV TA 20XX Satker ... ... sebagai
berikut.

No| —— Uraan ~Jumiah Paket | Nilai Pagu (Rp) _
Target paket/nilai pagu

Belum lelang dan atau masih dalam proses lelang
Sudah lelang

Sudah gitetapkan pemenang

Belum tanda tangan kontrak

Sudah tanda tangan kontrek, dengan progres:

1) Progres 0%

2) Progres 1-25%

3) Progres 25-50%

4) Progres 51-75%

5) Progres 76-99%

8) Progres 100% (PHO)

Dari tabel 3 diperoleh hasil bahwa terdapat .... paket senilai Rp... .. sampai dengan

triwulan VIV TA 20XX, dengan progres sebagai berikut,

1. Masih proses lelang sebanyak ... paket.

2. Sudah tanda tangan kontrak sebanyak ..... paket senilai Rp.............., dengan
progres fisik pekerjaan .....% sebanyak ..... paket senilai Rp......, dan progres fisik
pekerjaan .....% sebanyak .... paket senilai Rp. .. ....

Lol LR BN E N )

G. Kualitas Belanja
Tabel 4. Kualitas Belanja Triwulan | TA 2020 Ditjen KSDAE

No Variabel Indikator Hasil Reviu Skor
1 | Alokasi dan Realisasi Belanja Barang
realisasi Realisasi Belanja Modal

Realisasi Total Belanja

2 | Ketepatan Wakiu | Realisasi #d kentrak PBJ

Realisas| Penyelesaian Pekeriaan PBJ
3 | Transparansi dan | informasi keuangan melaki website

Akuntabilitas Melaksanaan e-precurement
Sstem pemantauan anggaran
Sistem pemantauan kinena
Sitem pemantauan PBJ
4 | Efisiansi dan _Menpgunaan standar blays
efektivitas Rewviu Efisiensi Anggaran

Jumizh rata-rata revisi anggaranisatker
| Persentase realisasi kegiatan/output
Total

Keterangan
Dari tabel 4 diperoleh hasil bahwa reviu kualitas belanja triwulan VIV TA 20XX
Satker . .. diperoleh nilai ... pada kategori“ . " yang terdiri dari 4 variabel penilaian.
yaitu:
1. Alokasi dan realisasi dengan nilai ... ;
2. Ketepatan waktu dengan nilai ... ;
3. Transparansi dan akuntabilitas dengan nilai ... ;
4. Efisiensi dan efektivitas dengan nilai ... ..

Penyebab tidak maksimalnya nilai kualitas belanja adalah:
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H. Saran

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, Tim Reviu menyarankan kepada
Direktur Jenderal ... ... agar :

S5 senpies

Jakarta, 2020
Inspektur Wilayah VIV,

INSPEKTORAT JENDERAL






